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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
A. Latar belakang  

Tujuan pertama Negara Republik Indonesia adalah 

perlindungan bagi seluruh bangsa dan tumpah darah Indonesia. 

melindungi dengan alat-alat hukum dan alat kekuasaan yang ada, 

sehingga dinegara ini  terdapat orde atau tata tertib yang 

menjamin kesejahteraan materil,fisik dan mental melalui hukum-

hukum yang berlaku, baik hukum yang tertulis maupun hukum 

tidak tertulis, negara menjamin agar setiap orang dapat memiliki 

dan menikmati hak-haknya dengan aman dan semua orang 

berhak mendapatkan jaminan hukum sebagai hak asasinya. 

Dalam rangka itu negara dan kehidupannya harus didasarkan 

atas hukum seperti yang dituangkan dalam konstitusi undang-

undang dan peraturan pelaksanaannya. Dengan kata lain dalam 

negara segala lembaga dan tindakannya harus legal (asas 

legalitas). Demi tegaknya hukum sehingga bukan saja mematuhi 

hukum tetapi juga berani menuntut haknya. Baik pemerintah 
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maupun rakyat wajib taat kepada hukum dan bertingkah laku dan 

sesuai dengan ketentuannya, mereka wajib menjunjung tinggi 

hukum, mengambil keputusan sesuai dengan hukum, dengan 

demikian dapat dikatakan bahwa tujuan dari hal tersebut adalah 

semata-mata demi tegaknya hukum dan peradilan di negara 

Indonesia. 

Menurut Abdulkadir Muhammad, akal adalah alat 

berfikir, sebagai sumber ilmu pengetahuan dan teknoligi. 

Dengan akal, Manusia menilai mana yang benar dan yang salah, 

sebagai sumber nilai kebenaran. Perasaan adalah alat untuk 

menyatakan keindahan sebagai sumber seni. Dengan perasaan, 

manusia manusia menilai mana yang indah (estetis) dan yang 

jelek. Kehendak adalah alat untuk menyatakan penilaian, sebagai 

kebaikan. Dengan kehendak, manusia menilai mana yang baik 

dan yang buruk, sebagai sumber nilai moral
1
. 

Dalam kehidupan manusia di sadari bahwa yang benar, 

yang indah, dan yang baik itu menyenangkan, membahagiakan, 

menentramkan, dan memuaskan manusia. Sebaliknya yang 

                                                             
1.
Abdulkadir Muhammad, Etika Profesi Hukum, Citra Aditya Bakti, 

(Bandung, 2018),Cetakan IV, h.2. 
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salah, yang  jelek, dan yang buruk itu menyengsarakan, 

menusahkan, dan membosankan manusia. Dari dua hal tersebut 

yang bertolak belakang ini, manusia adalah sumber penentu yang 

menimbang, menilai, memutuskan untuk memilih mana yang 

paling menguntungkan (nilai moral).  

Dalam menjalankan profesinya sebagai penegak hukum 

advokat, oleh undang-undang diberikan hak dan kewajiban 

diantaranya sebagaimana diatur dalam pasal 19 ayat 2 yang 

menegaskan sebagai berikut : advokat berhak atas kerahasiaan 

hubungannya dengan klien, termasuk perlindungan atas berkas 

dan dokumennya terhadap penyitaan atau pemeriksaan dan 

perlindungan terhadap penyadapan atas komunikasi elektronik 

advokat. Ketentuan ini adalah merupakan pencerminan 

perlindungan hak asasi dalam rangka the rule of  law yang dalam 

hal ini merupakan perlindungan terhadap dokumen dan berkas 

milik klien dari seorang advokat.  

Dalam kamus besar bahasa indonesia dijelaskan 

pengertian profesi adalah bidang pekerjaan yang dilandasi 

pendidikan dan keahlian (keterampilan dan kejurusan). Sejalan 
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dengan pengertian profesi, Habeby menyatakan bahwa profesi 

adalah pekerjaan dengan keahlian khusus sebagai mata 

pencaharian. Sedangkan menurut komarudin profesi adalah jenis 

pekerjaan yang karena sifatnya menuntut pengetahuan yang 

tingg, khusus dan latihan yang istimewa.
2
 

Profesi hukum merupakan salah satu dari sekian profesi 

lain, misalnya profesi dokter, profesi akuntan. Profesi hukum 

mempunyai ciri khas sendiri, akibat terjadinya suatu paradigma 

baru dalam dunia hukum yang mengarah kepada peningkatan 

penegakkan hukum pelanggaran hak asasi manusia semakin 

marak di perbincangkan dan telah menjadi wacana publik yang 

sangat menarik. Profesi hukum mempunyai keterkaitan dengan  

bidang-bidang hukum yang terdapat dalam negara kesatuan 

republik indonesia, misalnya kehakiman, kejaksaan, kepolisian, 

mahkamah agung, serta mahkamah konstitusi.  

Profesi hukum merupakan salah satu profesi yang 

menuntut pemenuhan nilai moraldan pengembangannya. Nilai 

                                                             
2
. Habeyb, kamus Populer Dalam Liliana Tedjosaputra, Etik Profesi 

Notaris Dalam Penegakan Hukum Pidana, Bigraf Publhishing :  yogyakarta, 

1995, h. 32 
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moral itu merupakan kekuatan yang mengarahkan dan mendasari 

perbuatan yang dio buat oleh kesalahan setiap seseorang.  

Menurut Franz Magnis Suseno mengemukakan lima 

kriteria nilai moral yang kuat mendasari profesional hukum : 

1. Kejujuran, kejujjuran adalah dasar utama. Tanpa 

kejujuran maka profesional hukum mengingkari misi 

profesinya sehingga dia menjadi munafik, licik, penuih 

tipu diri. Dua Sikap yang terdapat kejujuran, yaitu Sikap 

kejujuran yang terbuka yang berkenan kepada pelayana 

klien dan Sikap terbuka yang wajar yang berkenaan 

dengan perbuatan yang tidak baik atau yang berlebihan 

dan tidah memeras.  

2. Autentik. Autentik artinya menghayati dan menunjukan 

diri sesuai dengan keasliannya, kepribadian yang 

sebenarnya. Autentik pribadi profesional hukum antara 

lain : (1) tidak menyalah gunakan wewenanng, (2) tidak 

melakukan perbuatan yang merendahkan martabat 

(perbutan tercela), (3) mendahulukan kepentingan kliaen, 

(4) berani berinisiatif dan berbuat sendiri dengan 
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bijaksana, tidak semata-mata menunggu perintah atasan, 

(5) tidak mengisolasi diri dari pergaulan.  

3. Bertanggung jawab. Dalam menjalankan tugasnya, 

profesional hukum wajib bertanggung  jawab, artinya (1) 

kesediaan melakukan dengan sebaik mungkin tugas apa 

saja yang termasuk lingkup profesinya, (2) bertindak 

secara proporsional, tanpa membedakan perkara bayaran 

dan perkara Cuma-Cuma (prodeo) 

4. Kemandirian moral. Kemandirian moral adalah tidak 

mudah terpengaruh atau tidak mudah mengikuti 

pandangan moral yang terjadi di sekitarnya, melainkan 

membentuk penilaian sendiri. Mandiri secara moral 

berarti tidak  dapat dibeli olaeh pendapat mayoritas, tidak 

terpengaruh oleh pertimbangan uintung rugi (pamrih), 

menyesuaikan diri dengan nilai kesusilaan agama. 

5. Keberanian Moral, Keberanian moral adalah kesetiaan 

terhadap suau hati nurani yang menyatakan kesediaan 

untuk menanggung resiko konflik. Keberanian tersebut 

antara lain : (1) menolak segala bentuk korupsi, kolusi, 
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suap, pungli. (2) menolak  tawaran damai di tempat atas 

tilang karena pelanggar lalulintas jalan raya. (3) menolak 

segala bentuk cara penyelesaian melalui jalan belakang 

yang tidak sah.  

Bertitik tolak dari pemikiran Magnis Suseno mengenai 

kriteria moral profesi hukum di atas, terdapat suatu gambaran 

bahwa seorang yang ingin menekuni profesi hukum secara baik, 

sangat perlu merenungkan kriteria di atas. Sebab suatu kenyataan 

yang tidak dapat di bantah bahwa redupnya penegak hukum di 

indonesia diakibatkan oleh adanya seglintir orang yang 

berprofesi sebagai advokat menyalahgunakan tujuan profesi 

hukum yang sangan mulia itu.  

Kehidupan manusia dalam melakukan interaksi sosialnya 

selalu akan berpatokan pada norma atau tatanan hukum yang 

berada dalam masyarakat tersebut. Manakal manusia melakukan 

interaksinya, tidak berjalan dalam kerangka norma atau tatanan 

yang ada, maka akan terjadi biasa dalam proses kecenderungan 

untuk menyimpang dari norma atau tatanan yang ada, kareana 

terpengaruh oleh adanya hawa nafsu yang tidak terkendali. Hal 

yang sama berjalan tidaknya penegak hukum dalam suatu 
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masyarakat tergantung pada baik buruknya profesional hukum 

yang menjalankan profesinya tersebut. 

Untuk menghindari jangn sampai terjadi penyimpangan 

terhadap menjalankan profesi, khususnya profesi hukum. Di 

bentuknya suatu norma yang wajib di patuhi oleh orang yang 

tergabung dalam sebuah profesi yang lazim di sebut “Etika 

Profesi”. Dengan harapan bahwa para profesional tersebut 

tunduk dan patuh terhadap kode etik profesinya, profesional 

hukum perlu memiliki :
3
 

1. Sikap manusiawi, artinya tidak menanggapi hukum secara 

formal belaka, melainkan kebenaran yang sesuai dengan 

hati nurani. 

2. Sikap adil, artinya mencari kelayakan yang sesuai dengan 

perasaan masyarakat. 

3. Sikap patut, artinya mencari pertimbangan untuk 

menentukan keadilan dalam suatu perkara konkret. 

4. Sikap jujur, artinya menyatakan suatu itu benar menurut 

apa adanya, dan menjauhi yang tidak benar dan tidak 

patut. 

                                                             
3
 . Notohamidjojo, dalam Abdul Khadir Nuhamad, op. Cit, h.66 
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Berkaitan dengan sebuah profesi, apakah itu profesi 

hukum atau profesi lainnya, menurut Abdul Kadir Muhammad, 

Kode etik profesi merupakan produk etika terapan karena 

dihasilkan berdasarkan penerapan pemikiran etis atas suatu 

profesi. Kode etik profesi dapat berubah dan diubah seiring 

dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga 

anggota kelompok profesi tidak akan ketinggalan zaman.
4
 

Sejalan dengan pemikiran Abdul Kadir Muhammad di atas, 

Bartens menyatakan bahwa etika profesi merupakan norma yang 

ditetapkan dan diterima oleh kelompok profes, yang 

mengarahkan atu memberi petunjuk kepada anggotanya 

bagaimana seharusnya berbuat dan sekaligus menjamin mutu 

moral profesi itu dimata masyarakat. Oleh karena itu, kelompok 

profesi harus menyelesaikan berdasarkan kekuasaannya sendiri. 

Semua kodeetik dibutadalam bentuk tertulis dengan maksud agar 

dapat dipahami secara konkret oleh para anggota profesi 

tersebut. Dengan tertulisnya kode etik, tidak ada alasan bagi 

anggota profesi tersebut untuk tidak membacanya dan sekaligus 

                                                             
4
 .

  
Abdulkadir Muhammad, Etika Profesi Hukum, Citra Aditya Bakti, 

(Bandung, 2018),Cetakan IV,  h. 77-78. 
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merupakan pegangan yang sangat berarti bagi dirinya. Menurut  

Sumaryono, fungsi kode etik profesi memiliki tiga makna, yaitu : 

1. Sebagai kontrol sosial, 

2. Sebagai pencegah campurtangan pihak lain, 

3.  Sebagi pencegah kesalah pahaman dan konflik.
5
 

Dalam kenyataannya setiap negara memiliki sebuah 

organisasi atau lembaga yang memberikan jasa pelayanan 

hukum terhadap orang atau lembaga yang membutuhkan layanan 

hukum tersebut. Lembaga tersebut lazim di sebut “ADVOKAT” 

atau pengacara. Di Indonesia keberadaan advokat tidak terlepas 

dari keberadan Belanda yang menjajah Indonesia pada waktu itu 

sehingga pengaturan advokat tetap mengacu kepada ketentuan 

peraturan pemerintah Belanda tersebut. Akar kata Advokat, 

apabila didasarkan pada kamus latin-Indonesia, dapat ditelusuri 

dari bahasa latin, yaitu advocatus, yang berarti antara lain yang 

membantu seseorang dalam perkara, saksi yang merigankan. 

Sedangkan menurut Black’s Law Dictionary,
6
 kata advokat juga 

                                                             
5
. Supriadi, Etika & Tanggung Jawab Profesi Hukum di 

Indonesia,(Jakarta; Sinar Grafika, 2010), Cetakan ke-3, h.24. 
6.
  Black, Henry Campbel. Black’s Law Dictionary. St. Paul, MN: West 

Publishing Co, 1968. 
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berasal dari kata latin, yaitu advocare, suatu kata kerja yang 

berarti to defend, to callone’s aid, to vouch to warrant. Sebagai 

kata benda (noun), kata tersebut berarti: 

“One who assits, defends, or pleands for another. One who 

renders legal advice and aid and pleads the cause of another 

before a court or a tribunal. A persoan learned in the law and 

duly admitted to practice, who assists his client with advice, and 

pleads foe him in open court. An assistant, adviser; plead for 

causes”. 

Artinya, “seseorang yang membantu, mempertahankan, 

membela orang lain. Seseorang yang memberikan nasihat dan 

bantuan hukum dan berbicara untuk orang lain di hadapan 

pengadilan. Seseorang yang mempelajari hukum dan telah diakui 

untuk berpraktik, yang memberikan nasihat kepada klien dan 

berbicara untuk yang bersangkutan dihadapan pengadilan. 

Seorang asisten, penasihat, atau pembicara untuk kasus-kasus. 

Perkataan advokat sudah dikenal sejak abad pertengahan 

(abad ke 5-15), yang dinamakan advokat greja (kerkelijke 

advocaten, duivel advocaten), yaitu advokat yang tugasnya 

memberikan segala macam keberatan-keberatan dan/atau nasihat 

dalam suatu acara pernyataan suci bagi seorang yang telah 

meninggal. Pada zaman kerajaan Romawi, advokat hanya 
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memberikan nasihat-nasihat, sedangkan yang bertindak sebagai 

pembicara dinamakan patronus-procureur. Terakhir, pengertian 

advokat menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 

tentang Advokat, dalam pasal 1 angka (1) dikatakan: 

“Advokat adalah orang yang berprofesi memberikan jasa hukum 

baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi 

persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini”.  

Berdasarkan uraian di atas, pengertian advokat 

memperoleh penekanan pada pekerjaan yang berkaitan dengan 

pengadilan. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 

2003, sudah ditegaskan bahwa advokat adalah seorang yang 

melakukan pekerjaannya baik di dalam maupun di luar 

pengadilan.  

Berdasarkan pemaparan di atas, cakupan advokat 

meliputi mereka yang melakukan pekerjaan baik di pengadilan 

maupun diluar pengadilan, sebagaimana diatur undang-undang 

advokat. Berdasarkan hal tersebut dan apabila kita mengikuti 

pendapat Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, dari 

sudut ilmu hukum, cakupan advokat tersebut sebagai politik 

hukum (legal policy). Politik hukum yang dimaksud di sini 
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adalah mencari kegiatan untuk memilih nilai-nilai dan 

menerapkan nilai-nilai hukum. 

mengambil keputusan sesuai dengan hukum, dengan 

demikian dapat dikatakan bahwa tujuan dari hal tersebut adalah 

semata-mata demi tegaknya hukum dan peradilan di negara 

Indonesia. 

 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaiman pelaksanaan Pasal 19 ayat 2 Undang-Undang 

No.18 Tahun 2003, tentang hak dan kewajiban advokat 

dalam menjaga kerahasiaan dokumen klien ? 

2. Bagaimana pelaksanaan seorang advokat di LBH Sikap 

Banten dalam menjaga kerahasiaan dokumen klien? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Ada pun penelitian ini bertujuan untuk: 

1. Mengetahui pelaksanan pasal 19 ayat 2 Undang-Undang 

No.18 2003 tentang hak dan kewajiban advokat dalam 

menjaga kerahasiaan dokumen klien. 

2. Mengetahui bagaimana pelaksanaan seorang advokat di LBH 

Sikap Banten dalam menjaga kerahasiaan dokumen klien. 
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D. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian, manfaat teoritis yang diharapkan 

adalah bahwa hasil penelitian dapat berguna untuk menjadi 

referensi bagi mahasiswa yang melakukan kajian dan menambah 

bahan pustaka mengenai judul tinjauan yuridis normatif  

terhadap hak dan kewajiabn advokat dalam kerahasiaan 

dokumen klien menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 

Pasal 19 ayat 2 Tentang Advokat. Manfaat praktis, bagi penulis, 

manfaat praktis yang diharapkan dalam penelitian ini yaitu: 

1. Untuk menyelesaikan masalah-masalah dalam kasus konkrit 

sehingga dapat 

Memberikan masukan kepada para advokat untuk lebih jelas 

melihat kebenaran dalam menjaga kerahasiaan dokumen 

milik kliennya. 

2. Untuk para penasihat hukum/advokat agar dapat lebih 

memaksimalkan 

kembali dalam menegakkan kebenaran hukum. 
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E. Penelitian Terdahulu Yang Relevan 

1. DONALD AJI WIRAWAN, 08.20.0023, “Analisis yuridis 

hak advokat atas perlindungan kerahasiaan berkas dan 

dokumen milik kliennya terhadap kewenangan penyidik 

untuk melakukakan penyitaan” Fakultas hukum UNIKA, 

Soegijapranata Semarang, 2012. Keduanya sama-sama 

menjelaskan 

tentang hak dan kewajiban advokat atas perlindungan 

kerahasiaan berkas dan  

dokumen milik klien terhadap kewenangan penyidik polri 

untuk melakukan  

penyitaan barang bukti baik itu berupa dokumenataualat 

yang digunakan dalam tindak pidana. Perbedaannya dengan 

penelitian temuan karya ilmiah dari penulis buat yaitu objek 

penelitiannya. Dimana penulis menitik beratkan dalam pasal 

19 Undang-UndangNomor 19 Tahun 2003 TentangAdvokat.  

2. MAHARANI ROYA ANANTA, 105010103111010 

“Implementasi kewajiban advokat dalam menjaga rahasia 

klien (Studi di kantor advokat jonifianto & Partners, Lardi & 
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Partners, dan Kantor Sekertariat Dewan Kehormatan Daerah 

(DKD) PERADI Jawa Timur)” Fakultas Hukum Universitas 

Brawijaya Malang, 2014. Dalam penelitian yang relevan ini 

dimana penulis membahas tentang tinjauan yuridis normatif 

terhadap hak dan kewajiban advokat dalam kerahasiaan 

dokumen klien, sedangkan perbedaannya penelitian tersebut 

yaitu pada studi kasus dan latar belakang tempat 

penelitiannya. Persamaannya dengan karna tulis yang penulis 

buat yaitu keduanya sama-sama membahas kerahasiaan 

dokumen klien.  

3. Kartika Rosellini, 1542011040, “ Analisis Yuridis hak 

imunitas profesi advokat dalam perlindungan hak 

konastitusional klien” Fakultas Hukum Universitas 

Lampung, Bandar Lampung 2019. Dalam penelitian ini 

bembahas tentang profesi advokat dalam melindungi klien. 

Dalam hal ini penulis cenderung menganalisis hak imunitas 

profesi advokat dalam perlindungan konastitusional klien. 
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F. Kerangka Pemikiran 

Negara Indonesia adalah Negara hukum sebagaimana 

diatur didalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945. Negara hukum sudah 

merupakan tipe yang umum dimiliki bangsa-bangsa di dunia. 

Negara hukum meninggalkan tipe negara yang memerintah 

berdasarkan kemauan sang penguasa. Sejak perubahan tersebut, 

maka negara diperintah berdasarkan hukum yang sudah dibuat 

dan disediakan sebelumnya serta penguasa juga tunduk kepada 

hukum, baik pejabat maupun mampu warga negara biasa 

berkewajiban untuk mentaati hukum.  

Advokat adalah seorang yang memberikan bantuan 

hukum baik didalam maupun diluar pengadilan yang telah 

terpenuhi persyaratannya berdasarkan Undang-Undang.  

Keberadaan dan fungsi advokat pada saat ini telah 

berkembang, sehingga untuk menjamin pelaksanaan tugas 

pengabdian advokat dalam kehidupan masyarakat harus diatur 

oleh undang-undang. Dalam hal ini undang-undang Advokat dan 
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kode etik advokat adalah merupakan landasan dan jaminan bagi 

advokat untuk menjalankan profesinya.
7
 

Salah satu hak dan kewajiban advokat yang diatur dalam 

Undang-undang Advokat No.18 tahun 2003 dalam pasal 19 ayat 

1 dan 2 yang berbunyi : 

1. Advokat wajib me rahasiakan segala sesuatu yang 

diketahui atau diperoleh dari kliennya karena hubungan 

profesinya, kecuali ditentukan lain oleh Undang-undang. 

2. Advokat berhak atas kerahasiaan hubungannya dengan 

klien, termasuk perlindungan atas berkas dan 

dokumennya terhadap penyitaan atau pemeriksaan dan 

perlindungan terhadap penyadapan atas komunikasi 

elektronik Advokat.
8
 

Seorang advokat diberikan kebebasan dalam rangka 

pembelaan yang dilakukan kepada kliennya, baik didalam 

pengadilan maupun diluar pengadilan. Namun demikian, harus 

tetep berpegang teguh pada Kode Etik advokat seta perundang-

undangan yang berlaku.
9
 

Dalam pasal 5 Undang-undang No. 18 Tahun 2003, 

advokat ditetapkan sebagai penegak hukum, suatu kemajuan 

pemikiran yang luar biasa karena berdasarkan undang-undang 

                                                             
7
. http://syafruddinkalo.blogspot.co.id/2011/02/hak-advokat-atas-

perlindungan-terhadap.html 
8
. UU Republik indonesia No18 th 2003, Tentang advokat. 

9
 Bekti Suryani dan sartono, Prinsip-prinsip Dasar Profesi Advokat, 

(Dunia cerdas, jakarta timur), h.87. 
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tersebut advokat mempunyai kedudukan yang sama dengan 

polisi, hakim dan jaksa. Pemikiran ini merupakan suatu hal yang 

baru dalam dunia hukum Indonesia sehingga hal itu belum 

diketahui sepenuhnya dikalangan penegak hukum. Seyogyanya, 

penetapan advokat sebagai penegak hukum harus disambut 

dengan gembira karena, dengan status tersebut, advokat dapat 

melakukan tugasnya dengan bebas. 

Advokat sebagai pembela kliennya dituntut untuk lebih 

menghayati kedudukannya sebagai penegak hukum, yang 

tercermin tidak hanya dalam pandangannya untuk menanggapi 

masalah hukum dalam masyarakat, tetapi juga galam tekadnya 

untuk menegakkan hukum pada saat berhadapan dengan 

kepentingan klienya. Di pihak lain, hakim, jaksa dan polisi harus 

makin menyadari bahwa telah ada organ lain yang berkedudukan 

sebagai penegak hukum.  Dalam melaksanakan tugasnya, 

sebagai kuasa hukum dalam perkara perdata maupun sebagai 

penasihat hukum dalam mendampingi klien dalam penyidikan 

atau pelaporan dalam perkara pidana, advokat sangat mungkin 

berhadapan dengan risiko pekerjaan dalam melakukan tugasnya. 
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Dalam kedudukannya sebagai advokat ketika 

berhubungan dengan masyarakat umum mengenai hal-hal yang 

disampaikan kepadanya, advokat mempunyai kewajiban hukum 

untuk menyimpan atau merahasiakannya. Di pihak lain, advokat 

berhak untuk merahasiakan hubungan dengan kliennya.
10

 

Selain dalam Undang-undang No. 18 Tahun 2003, dalam 

KEAI diatur juga bahwa advokat wajib memegang rahasia 

jabatan atas hal-hal yang di dapatkan dari kliennya. Dalam 

KEAI, Bab III Pasal 4 huruf H menyebutkan:  

“Advokat wajib memegang rahasia jabatantentang hal-hal yang 

diberitahukan oleh klien secara kepercayaan dan wajib tetap 

menjaga rahasia itu setelah berakhirnya hubungan antara 

advokat dan klien itu”.
11

 

Dalam ketentuan KEAI, advokat wajib untuk memegang 

rahasia yang diberikan oleh klien. Dengan kata lain, kerahasian 

tersebut merupakan konsekuensi hubungan hukum dengan klien 

dimana pihak klien berhak atas kerahasiaan atau keadaannya 

yang telah disampaikan kepada advokat. 

                                                             
10

 .V. Harlen Sinaga, Dasar-dasar profesi Advokat, (Gelora Aksara 

Pratama, Jakarta, 2011), h. 128. 
11

. KEAI, (Kode Etik Advokat Indonesia), th 2002.  
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Kerahasiaan yang terbit dari hubungan hukum antara 

advokat dan klien merupakan tradisi hukum dan merupakan 

sesuatu yang paling tua kalau dibandingkan dengan hubungan-

hubungan kerahasiaan lain. Selain itu, kerahasiaan tersebut 

merupakan rahasia yang paling kuat dilindungi hukum kalau 

dibandingkan dengan hubungan-hubungan profesional lain.
12

 

Di samping itu, penyidik juga tetap merasa berhak untuk 

melakukan penyitaan terhadap berkas dan dokumen milik 

tersangka berdasarkan peraturan perundang-undangan yang 

terkait terutama tentang penyitaan yang sebagaimana yang di 

atur dalam pasal 38, 39, 42 dan 43 KUHP jo Undang-undang 

Kepolisian No.2 Tahun 2003. Tetapi hal ini tidak serta merta 

dapat menjawab persoalan, terlebih lagi apabila Ketua 

Pengadilan Negeri setempat tidak memberikan izin untuk 

melakukan penyitaan oleh penyidik Polri. Kenyataan ini dapat 

membuat penyidik mengalami kesulitan untuk melakukan 

penyitaan terhadap barang tersangka yang telah diserahkan 

kepada advokat. Kenyataan seperti ini sesungguhnya 

                                                             
12

. V. Harlen Sinaga, Dasar-dasar profesi Advokat, h.129. 
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mencerminkan adanya Legal gapsantara hak untuk melakukan 

penyitaan oleh penyidik yang diatur dalam KUHAP dengan hak 

advokat untuk melindungi berkas atau dokumen milik kliennya 

dari tindakan penyitaan oleh pihak penyidik. 

Untuk menjawab persoalan ini secara analisis juridis, 

maka perlu kita melakukan analisis tentang keberadaan suatu 

norma hukum yang dirumuskan dalam undang-undang. 

Keberadaan pasal 19 Undang-undang Advokat adalah sebagai 

pernyataan kehendak pembuat undang-undang(penguasa) untuk 

melindungi hak asasi tersangka dari tindakan kesewenang-

wenangan penguasa. Namun demikian rumusan norma hukum 

yang tercantum dalam Pasal 19 tersebut jika dihadapkan dengan 

peristiwanya ternyata tidak dapat diterapkan. Terlebih lagi 

apabila berkas atau dokumen yang berada di tangan advokat 

milik tersangka ternyata sebagai barang atau benda dipergunakan 

langsung atau tidak langsung untuk melakukandelik oleh 

tersangka hal seperti ini kita tidak dapat menerapkan undang-

undang yang semata-mata hanya dihadapkan dengan 

peristiwanya. 
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Maka eksistensidari Pasal 19 Undang-undang Advokat 

harus dapat dianalisa secara mendalam dengan melakukan 

penafsiran (interpretasi) secara sistematis terutama melakukan 

penafsiran tentangketentuan-ketentuan mengenai penyitaan yang 

diatur dalam KUHP (Pasal 39-43). Dari sini dapat kejelasan 

bahwa penyidik dapat melakukan penyitaan barang milik 

tersangka berupa surat ataupun dokumen yang telah diserahkan 

kepada advokat, kecuali yang menyangkut rahasia negara 

diperlukan izin khusus Ketua Pengadilan Negri setempat. 

Kedudukan Hukum Acara Pidana dalam hal ini adalah sebagai 

aturan umum yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan 

kedudukan Undang-undang Advokat maupun Undang-undang 

Kepolisian yang hanya sebagai aturan hukum sektoral.     

 

G. Metode Penelitian 

Metode penelitian adalah suatu cara atau prosedur yang 

dipergunakan untuk melakukan penelitian sehingga mampuh 

menjawab rumusan masalah dan tujuan penelitian.
13

 

                                                             
13

. Amiruddin, pengantar metode hukum,  (Jakarta: Raja Grafindo 

Persada, 2002), h.118. 
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Pada perinsipnya, semua penelitian memiliki tujuan 

utama yang sama, yakni mendapatkan pengetahuan. Namun, 

karena bentuk dan coraknya bermacam-macam, penelitian dapat 

diklasifikan sikan berdasarkan tinjauan yang berbeda.
14

 

Metodelogi penelitian yang digunakan dalam penulisan 

ini terdiri dariberbagai cara dan kegiatan yang dilakukan dalam 

rangka mengumpulkandata-data dan bahan-bahan yang 

diperlukan untuk melengkapi penyusunanskripsi penulis 

menggunakan metodelogi sebagai berikut: 

1. Metode Penelitian 

a. Bentuk Penelitian 

Bentuk penelitian yang digunakan dalam 

penulisan ini penulis menggunakan metode penelitian 

studi kasus (field riset) ialah metode yang 

dipergunakan untuk melakukan penelitian terhadap 

kebenaran sebuah kejadian atau peristiwa hukum 

yang terjadi dengan mengamati suatu objek berupa 

keadaan, individu, dan komunitas.  

                                                             
14

 . Pedoman penulisan skripsi, fakultas syariah universitas islam negeri 

Banten, h.5. 
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b. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis 

adalah penelitian kualitatif bertujuan mendapatkan 

pemahaman (verstehen/Understand-ding) yang 

sifatnya umum terhadap suatu kenyataan sosial.
15

 

Hukum normatif (dalam hal ini hukum dikonsepkan 

sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-

undangan No 18 Tahun 2003 Tentang Advokat) yang 

ditetapkan sebagai patokan untuk mendapatkan 

hukum obyektif dalam suatu pembahasan tentang 

kerahasiaan Dokumen klien di LBH Sikap Banten. 

c. Sifat Penelitian  

penelitian ini bersifat deskriptif qualitatif ialah 

penelitian yang dilakukan untuk menggambarkan 

konsep secara menyeluruh. 

2. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam pengumpulan data penelitian ini teknik yang 

digunakan adalah studi kasus. Dalam studi kasus ini adalah 

observasi, wawancara, dan dokumentasi. 

                                                             
15

 .Pedomanpenulisanskripsi, fakultas syariah universitas islam negeri 

Banten, h.5. 
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a. Observasi  

Observasi adalah metode dimana penulis 

mengumpulkan data yang digunakan untuk 

menghimpun data penelitian melalui pengamatan 

dan pengindraan di lapangan. 

b. Wawancara 

Wawancara adalah percakapan dengan maksud 

tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, 

yaitu pewawancara (interviewer) yang 

mengajukan pertanyaan dan terwawancara 

(interviewee) yang memberikan jawaban atas 

pertanyaan itu.
16

 Pewawancara adalah peneliti 

sendiri, sedangkan pihak yang diwawancarai 

adalah para penasihat hukum di Lembaga 

Bantuan Hukum (LBH) SIKAP BANTEN . 

c. Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang 

sudah berlalu dokumentasi bisa berbentuk tulisan, 

                                                             
16

 . Lexy J Moleong, “ MetedologiPenelitiankualitatif”.(Bandung, 

RemajaRosdakaryaOffest, 2017), h.186. 
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gambar, atau karya-karya monumental dari 

seseorang. Penulis mengambil dokumentasi 

dengan cara mengambil gambar berupa foto-foto 

kegiatan ataupun acara yang sedang berlangsung 

di LBH Sikap Banten. 

3. Teknik Penulisan 

Adapun teknik penulisan dalam penulisan ini 

berpedoman kepada: 

a. Buku pedoman pembuatan skripsi UIN “Sultan Maulana 

Hasanuddin Banten” 

b. Kamus umum bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta. 

Sedangkan teknik penulisan ayat-ayat Al-Qur’an 

menggunakan Al-Qur’an dan terjemahnya yang diterbitkan 

oleh Departemen Agama RI. 

c. Teks Hadits, penulisan salin dari bukuaslinya dan jika 

terdapat kesulitan untuk mendapat kannya, maka penulis 

mencari buku atau sumber hadits lain yang berkaitan dengan 

hadits tersebut.  
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H. Sistematika Pembahasan 

Untuk memudahkan dan memperoleh gambaran 

mengenai skripsi ini, penulisan menjabarkan sistematika 

pembahasan terbagi dalam lima bab dengan rincian sebagai 

berikut: 

Bab I :  Pendahuluan yang merupakan gambaran umum, 

latar belakang masalah,perumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka 

pemikiran, penelitian yang relevan, metode 

penelitian, dan sistematika pembahasan. 

Bab II :  Berisikan tentang Sejarah geografis di LBH Sikap 

Banten. 

Bab III :  Berisikan tentang definisi, fungsi, peran, dan 

tugas serta hak dan kewajiban advokat.  

Bab IV :  Pada bab ini merupakan inti pembahasan yaitu : 

Pelaksanaan Pasal 19 Ayat 2 Undang-Undang 

No.18 Tahun 2003 Tentang hak dan kewajiban 

Advokat Dalam Kerahasiaan Dokumen klien 

(studi kasus di LBH Sikap Banten) 

Bab V :  Penutup yang meliputi kesimpulan dan saran-

saran. 
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